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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara demokrasi maka dari itu, Indonesia 

melakukan pemilihan umum (pemilu) setiap 5 tahun sekali untuk untuk memilih 

wakil rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan 

melalui “penyerahan” sebagaian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya 

yang akan ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, 

sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggung jawaban kekuasaan kepada 

pemerintah (Jurdi, 2018). 

Geografi adalah bidang studi yang memaparkan sifat-sifat bumi dan 

menganalisis fenomena alam dan manusia, menyelidiki corak kehidupan, serta 

menyelidiki bagaimana unsur-unsur bumi berinteraksi dalam konteks ruang dan 

waktu (Bintarto, 1977). Geografi tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan 

lingkungan, tetapi juga mencakup geografi manusia. Salah satu cabang ilmu 

geografi manusia adalah geografi politik, yang berhubungan dengan kehidupan 

manusia (antroposfer). Geografi politik meneliti unit-unit politik dan fenomena 

politik, dengan penekanan pada struktur institusi dan peranannya dalam 

membentuk corak dan hubungan geografi (Besar dan Mohd, 2015). Penjelasan ini 

menunjukkan bahwa ilmu geografi berperan penting dalam konteks politik.( 

Mauriza dan Sari, 2023). Geografi electoral atau geografi pemilu merupakan suatu 

analisis metode, perilaku dan hasil dari suatu hajat demokrasi  berupa pemilihan 

umum yang ditinjau dalam konteks keruangan geografis dengan menggunakan 

teknik analisa geografis. Secara khusus, metode ini menggunakan pengaruh 

karakteristik geografis suatu wilayah yang mempengaruhi hasil keputusan politik 

dan struktur geografi pada sistem pemilihan umum. Tujuan dari analisis ini adalah 

untuk mengidentifikasi, memahami faktor faktor pendorong dan karakteristik 

pemilih yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. (J.R.V Prescott, 1950). 

Perubahan mendasar dalam sistem perpolitikan di Indonesia terjadi di 

masa reformasi. Salah satu agenda reinstitusionalisasi politik tersebut telah 

menempatkan partai politik sebagai salah satu instrumen terpenting dalam 

demokratisasi. Peta perpolitikan di Indonesia cukup menarik untuk dikaji 

dikarenakan sifat perkembangannya yang dinamis dari waktu ke waktu. 
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Banyaknya partai-partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu mengakibatkan 

adanya dinamika dalam dunia perpolitikan, tercatat pasca reformasi sudah 5 kali 

diselenggarakan Pemilu yaitu pemilu 1999, pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 

2014 dan pemilu 2019. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah 

satu partai peserta pemilu pada tahun 20014 dan 2019 (Yuliyanto, 2023). 

Pada tahun 2019 untuk pertama kalinya diadakan pemilihan umum 

serentak memilih Presiden dan Wakil Presiden, dann juga memilih anggota DPR 

(Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah) Kabupaten/Kota (UU Pemilu tahun 2017). Penyelenggaraan pemilu 

serentak 2019 bertujuan agar lebih efisien, baik dari sisi waktu juga anggaran 

dana. Clifford Geertz seorang antropolog asal Amerika Serikat dalam bukunya 

yang berjudul Abangan, Santri & Priyayi (Geertz, 1981) yang merupakan hasil 

penelitian dalam rentang waktu Mei 1953-September 1954, di daerah Mojokuto 

(yang sebenarnya ialah Pare, Kediri Jawa Timur), mendapati hasil bahwa 

masyarakat Indoneisa khususunya masyarakat jawa terbagi menjadi 3 golongan, 

golongan abangan, golongan santri dan golongan priyayi. Abangan bisa 

diidentifikasi dari masyarakat kelas bawah yang kurang taat beragama, sedangkan 

untuk masyarakat santri ialah masyarakat yang sangat kuat dalam memegang 

ajaran agama, dan untuk masyarakat priyayi merupakan masyarakat kelas atas 

atau ningrat (Yuliyanto & Saputra, 2023). 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu partai 

politik Indonesia yang didirikan pada 10 Januari 1973 oleh Putri Presiden Pertama 

Republik Indonesia Ir. Soekarno yaitu Megawati Soekarno Putri. PDIP adalah 

partai politik nasionalis yang beridiologi Pancasila dan meruoakan salah satu 

partai yang memiiki basis masa partai terbesar di Indonesia. PDIP telah aktif 

dalam dunia politik Indonesia selama lebih dari dua decade dan telah memgalami 

berbagai perubahan dan transformasi selama periode waktu tersebut. PDIP telah 

memiliki sejarah yang Panjang dan terkait dengan pergerakan politik di Indonesia. 

Partai ini telah berperan aktif dalam Gerakan demokratisasi di Indonesia pada 

akhir 1990-an. PDIP kemudian memainkan peran penting dalam transisi 

demokrasi di Indonesia dan telah berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum di 

Indonesia sejak pemilihan umum tahun 1999. Dengan keterlibatan dalam 

pemerintahan pada tingkat nasioanal dan daerah PDIP memiliki posisi politik 
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yang kuat di Indonesia. Partai ini memainkan peran penting dalam pembentukan 

kebijakan pemerintah dan legislative, serta memiliki pengaruh yang signifikam 

dalam masyarakat. (pdiperjuangan.id ). 

Tabel 1.1 Perolehan Suara PDIP Tingkat Nasional 

Sumber: KPU RI, 2023 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 

tepatnya Kabupaten Gunung Kidul. Dengan luas wilayah 655,56 km² dan 

memiliki jumlah penduduk 1.174.986 jiwa. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 

Kecamatan, 391 Desa dan 10 Kelurahan Kabupaten Klaten memiliki peran 

strategis dalam kontestasi politik nasional. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

pemilih yang cukup besar dan beragam latar belakang sosial-ekonomi. Selain itu, 

Kabupaten Klaten juga memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang 

potensial untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Klaten (Kabupaten 

Klaten Dalam Angka, 2020). 

Sesuai dengan teori demokrasi klasik yaitu mengatakan bahwa pemilu 

adalah sebuah "Transmission of Belt" sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat 

bisa bergeser menjadi kekuasaan negara yg kemudian berubah bentuk menjadi 

wenang pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. 

Penerapan prinsip demokrasi dalam bentuk Pemilihan umum untuk memilih 

anggota legislatif terselenggara di Kabupaten Klaten. Dalam pesta demokrasi 

tersebut ditahun 2014 tercatat diikuti oleh  998.696 pemilih sedangkan pada tahun 

2019 sejumlah 1.004.526. 

 

 

 

No Tahun Suara Kursi Peringkat 

1. 1999 35.689.073 153 (33,12 %) 1 

2. 2004 21.026.629 109 (19,82 %) 2 

3. 2009 14.600.091 95 (16,96 %) 3 

4. 2014 23.681.471 109 (19,46 %) 1 

5. 2019 27.053.961 128 (22,26 %) 1 
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Tabel 1.2 Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Klaten 

Kecamatan Jumlah Daftar Pemilih Tetap 

2014 2019 

Wedi 42.457 36.788 

Kebonarum 15.564 33.156 

Ngawen  33.963 32.916 

Kalikotes 28.563 29.651 

Klaten Utara 35.134 35.003 

Klaten Tengah 31.430 15.807 

Klaten Selatan 33.267 41.854 

Prambanan 38.754 45.472 

Gantiwarno 30.542 31.249 

Jogonalan 43.960 38.504 

Manisrenggo 33.360 33.340 

Karangnongko 29.151 29.539 

Kemalang 28.136 29.175 

Polanharjo 32.600 46.006 

Karanganom 36.291 36.092 

Tulung  43.467 42.135 

Jatinom 44.684 32.692 

Ceper 49.394 33.656 

Juwiring 45.866 50.492 

Wonosari 49.329 45.809 

Delanggu 33.889 49.466 

Bayat 50.784 37.477 

Cawas 49.020 62.597 

Trucuk 64.122 36.230 

Pedan 37.189 51.067 

Karangdowo 37.780 48.353 

Jumlah 998.696 1.004.526 

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, 2023 

 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Klaten membagi menjadi 5 

Daerah Pemilihan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2013, pasal 3 

penetapan Dapil dan alokasi kursi diatur dengan prinsip-prinsip seperti 1) 
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Kesetaraan Nilai 2) ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional 3) 

proporsionalitas 4) integralitas wilayah 5) berada dalam cakupan yang sama (cote 

minous) 6) kohesivitas 7) kesinambungan. Pembagian tersebut tentu 

mempengaruhi jumlah perolehan kursi serta rumusan geostartegi parpol untuk 

memperoleh konstituen dan pada pemilu tahun 2014 serta 2019 tidak ada 

perubahan pada dapil tersebut 

Pada pemilihan legislatif tahun 2014 dukuti oleh 12 partai politik. 

sedangkan pada pemilu 2019 diikuti oleh 14 partai politik dan menghasilkan 

17.610 kursi DPRD yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Partai 

politik tersebut memiliki asas atau ideologi tersendiri sesuai dengan apa yang 

termaktub dalam anggaran dasar partai yang mempengaruhi basis masa konstituen 

dan perolehan suara partai politik. 
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Gambar 1.1 Peta Sebaran Daerah Pemilihan Kabupaten Klaten 
Sumber : KPU Kabupaten Klaten dan Olahan Data Peneliti, 2023 
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Tabel 1.3 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Partai 

Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2014 

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, 2023 

  Tabal diatas menunjukan bahwa anggota DPRD Kabupaten Klaten pada 

tahun 2014 didominasi dari Partai PDIP dengan jumlah total 17 anggota kemudian 

nmr 2 ada partai Golkar dengan 8 anggota, Gerindra ada pada urutan ketiga 

dengan jumlah 7 anggota. 

Tabel 1.4 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Partai 

Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2019 

Sumber : KPU Kabupaten Klaten, 2023 

Tabal diatas menunjukan bahwa anggota DPRD Kabupaten Klaten pada 

tahun 2019 didominasi dari Partai PDIP dengan jumlah total 19 anggota kemudian 

No Partai Politik  Laki-Laki  Perempuan  Jumlah Total 

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 15 2 17 

2 Partai Amanat Nasioanal 4 1 5 

3 Golkar 8 - 8 

4 PKS 5 - 5 

5 Gerindra 7 - 7 

6 PHN partai hati nurani 4 - 4 

7 PKN Partai Kebangkitan Nasional) 4 - 4 

Kabupaten Klaten 47 3 50 

No Partai Politik  Laki-Laki  Perempuan  Jumlah Total 

1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 14 5 19 

2 Partai Golongan Karya 6 1 7 

3 Partai Keadilan Sejahtera 5 - 5 

4 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 4 1 5 

5 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4 - 4 

6 Partai Amanat Nasional (PAN) 3 1 4 

7 Partai Persatuan Pembanunan (PPP) 2 - 2 

8 Partai Demokrat 2 1 3 

9 Partai Nasdem 1 - 1 

Kabupaten Klaten 41 9 50 
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nomor 2 ada partai Golkar dengan 7 anggota, Gerindra ada pada urutan ketiga 

dengan jumlah 7 anggota, lalu urutan ketiga ada partai PKS dan Gerindra dengan 

jumlah 5 anggota. 

Clifford Geertz didalam bukunya The Religion of Java (New York: The 

Free Press, 1969) membagi kelas masyarakat jawa menjadi tiga golongan yaitu: 

Kaum Santri, Kaum Abangan dan Kaum Priyayi. Didalam penelitian nya di 

daerah Mojokerto kaum santri adalah varian masyarakat jawa yang taat kepada 

ajaran islam, adapun kaum abangan merupakan istilah masyarakat jawa yang tidak 

terlalu taat dalam ajaran islam, sedangkan kaum priyayi adalah istilah masyarakat 

golongan ningrat/bangsawan yang tidak terlalu taat dalam ajaran islam, sebagai 

seorang guru besar antropologi di Universitas Chicago ia mengatakan. bahwa 

setiap golongan tersebut memiliki patron patron politik sendiri, kaum santri 

sebagai representasi dari kalangan yang taat beragama islam memiliki keterkaitan 

erat dengan partai yang berbasis ideologi Islam seperti Partai Masyumi diawal 

masa masa kemerdekaan, setelah dibubarkan oleh rezim Orde lama melalui 

kebijakan demokrasi terpimpin masa dari partai ini terpecah menjadi berbagai 

elemen, namun semuanya memiliki pola ideologi yang sama yaitu islam seperti 

Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Keadilan 

Sejahtera, kaum abangan yang tidak terlalu taat dalam agama islam memiliki 

keterkaitan erat dengan partai partai yang mengusung ide ide 

nasionalisme/marhaen, dalam hal ini pada awal masa kemerdekaan muncul partai 

yang berhaluan nasionalis seperti Partai Nasional Indonesia, sedangkan kaum 

priyayi atau ningrat yang terdiri dari kalangan bangsawan, birokrat atau kaum 

terpelajar erat kaitanya dengan Partai Golongan Karya (Golkar). 

Tabel 1.5 Klasifikasi Sosial Menurut Geertz 

No Kelompok Politik  Jenis Profesi  Prefensi Parpol 

1 Abangan Buruh, Petani PNI/PDIP 

2  Santri Saudagar, Pedagang Partai Islam 

3 Priyayi Birokrat, PNS Golkar 

Sumber : Geertz 1969 

Partai Demokrasi Indonesia perjuangan sebagai partai yang memiliki akar 

sejarah yang kuat dengan gagasan besar Bung Karno memiliki relasi masa hingga 

kalangan grass root, sejarah partai berlogo banteng ini tidak lepas dari lahirnya 
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pancasila dan ide ide tentang marhaen. Perolehan suara partai ini di Kabupaten 

Klaten mengalami perubahan, pada pemilu tahun 2014 partai berlogo banteng ini 

memperoleh 17 Kursi sedangkan pala pemilu tahun 2019 hanya memperoleh 19 

Kursi. 

Tabel 1.6 Perolehan Kursi DPRD F-PDIP Tahun 2014 dan 2019 di 

Kabupaten Klaten 

Wilayah Perolehan Kursi DPRD F-PDIP 

2014 2019 

Dapil Klaten 1 3 4 

Dapil Klaten 2 3 3 

Dapil Klaten 3 2 3 

Dapil Klaten 4 4 3 

Dapil Klaten 5 5 6 

Jumlah 17 19 

Sumber : KPU Kabupaten Klaten, 2023 

Perolehan suara terbanyak atau mayoritas di satu daerah pemilihan secara 

berturut turut dapat dimaknai daerah tersebut sebagai daerah basis massa atau 

kantung suara partai politik tertentu. Dari tabel tersebut menunjukan bahwa Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan basis masa diseluruh daerah 

paemilihan se-Kabupaten Klaten. 

Perubahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada 

Pemilu tahun 2014 dan 2019 di Kabupaten Klaten menjadi hal yang menarik 

untuk diteliti. Kajian Geografi dapat menjadi pendekatan yang tepat untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan suara PDIP di 

Kabupaten Klaten. Pendekatan ini akan mengaitkan variabel-variabel geografi 

fisik dan non fisik karakterisitik wilayah Kabupaten Klayten 
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Tabel 1.7 Perolehan Suara PDIP Tingkat Kecamatan Pemilu Tahun 2014 dan 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: KPU Kabupaten Klaten, 2023 

Dengan melihat latar belakang seperti yang sudah dijelaskan maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan Judul “Kajian Geografi Politik Terhadap 

Perubahan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada 

Pemilihan Legislatif Tahun 2014 dan 2019 di Kabupaten Klaten”. 

Kecamatan Perolehan Suara PDIP  

Pada Pemilihan Legislatif 

2014 2019 

Wedi 5.656 9.859 

Kebonarum 2.176 5.069 

Ngawen  7.638 9.277 

Kalikotes 3.509 5.855 

Klaten Utara 7.513 10.325 

Klaten Tengah 7.057 9.881 

Klaten Selatan 7.139 12.032 

Prambanan 10.302 8.631 

Gantiwarno 5.615 5.519 

Jogonalan  9.989 14.485 

Manisrenggo 10.805 5.808 

Karangnongko 5.296 8.436 

Kemalang 7.631 8.753 

Polanharjo 7.365 5.805 

Karanganom 10.585 8.215 

Tulung  8.771 11.264 

Jatinom 7.612 12.713 

Ceper 18.117 17.329 

Juwiring 13.917 11.902 

Wonosari 15.896 13.523 

Delanggu 7.887 10.729 

Bayat 16.843 14.194 

Cawas 19.250 20.561 

Trucuk 17.737 19.169 

Pedan 12.153 14.120 

Karangdowo 11.261 16.033 

Jumlah 257.710 289.487 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dirumuskan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perubahan wilayah basis perolehan suara Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan terjadi pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 

2019 di Kabupaten Klaten. 

2. Bagaimana kajian elektoral geografi terhadap perubahan perolehan Suara 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu tahun 2014 dan 2019 

di Kabupaten Klaten. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penulis melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui perubahan wilayah basis perolehan suara Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di 

Kabupaten Klaten. 

2. Menganalisis secara elektoral geografi terhadap perubahan perolehan 

Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu tahun 2014 dan 

2019 di Kabupaten Klaten. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Ilmiah 

Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan penulis 

selama mengemban pendidikan di Fakultas Geografi. 

2. Masyarakat 

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan kepada PDIP dan masyarakat 

terkait perubahan perolehan partai PDIP pada pemilihan legislatif tahun 

2014 dan 2019 di Kabupaten Klaten.  

3. Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian kepada 

peneliti lain atau dinas terkait terhadap perubahan perolehan suara partai 

PDIP pada pemilihan legislatif tahun 2014 dan 2019 di Kabupaten Klaten. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.1 Geografi Politik 

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan 

bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang berkaitan dengan kehidupan 

makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ruang, 

lingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan 

keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1998). Salah satu kajian geografi 

adalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia (antroposfer) termasuk di 

dalamnya adalah kajian geografi politik.  Kajian geografi dapat membantu 

memberikan informasi spasial dan distribusi keruangan terhadap partisipasi 

masyarakat kepada partai politik. Dalam hal ini, kajian geografi akan 

membantu penyajian data spasial dan temporal dari hasil pemilihan umum 

di suatu wilayah, geografi politik pemilihan umum menekankan pada 

lingkup pembahasan wilayah (tradisional) dan pendekatan spasial (perilaku) 

partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum. Serta dikaji pula 

Geographic Electoral dan pengorganisasian spasial dalam suatu daerah 

pemilihan serta penyimpangan pemilu, akibat kesalahan sistem organisasi 

ruang, sehingga penduduk di suatu wilayah tidak memiliki wakil di 

parlemen (Yadav, 1996 dalam Wicaksono, 2013). 

Geografi politik adalah bagian atau cabang ilmu geografi manusia 

yang terutama membahas atau mempelajari negara sebagai suatu region 

politik. Dalam struktur ilmu geografi geograf politik merupakan 

bagiandaringeografi manusia (Human Geography). Prinsip studi geografi 

politik sejak kelahirannya  mengutamakan prinsip relationship. Yaitu 

mempelajari hubungan antara political behavior dengan physical features. 

Geografi politik mempelajari kekuatan suatu negara dilihat dari kepemilika 

sumberdaya alam, pemilihan umum, dan tema lainnya yang didalamnya 

terjadi interaksi antara manusia dan lingkungan dalam kehidupan politik 

(Haryati dan Yani, 2007). Sesuai dengan teori demokrasi klasik yaitu 

mengatakan bahwa pemilmu adalah sebuah “Transmission of Belt” 

sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat bisa bergeser menjadi 

kekuasaan negara yang kemudian berubah bentuk menjadi wewenang 

pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan dan memimpin rakyat. 
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Penerapan prinsip demokrasi dalam bentuk Pemilihan umum untuk memilh 

anggota legislatif.  Geografi politik memiliki tiga pokok bahasan, yaitu 1) 

Enviromental Relationship, yang menekankan kepada hubungan antara 

kehidupan manusia dan lingkungan alamnya akibat dorongan kehidupan dan 

keanekaragaman wilayah negara. 2) National Power, menekankan pada 

pengaruh lingkungan alam terhdap ketahanan dan kekuatan nasional. 3) 

Political Region, menitikberatkan pada hal hal yang bersifat teoritis seperti 

dasar, tujuan dan ruang lingkup geografi politik serta pengorganisasian 

keruangan. Kajian geografi politik tidak lepas dari prinsip  demokrasi, 

sedangkan prinsip demkrasi sangat berhubungan dengan aspek Pemilihan 

Umum (Permana, 2014). 

Kajian geografi politik menekankan pada bagaimana hubungan 

antara aktor politik, kekuasaan, dan teritori berproses di permukaan bumi 

serta menciptakan berbagai variasi spasial dari gejala politik (Jones Et Al, 

2004). Salah satu wujud dari hubungan tersebut terungkap dalam 

pembentukan ruang kekuasaan atau teritori. Geografi politik mempelajari 

kekuatan suatu negara dilihat dari kepemilikan sumberdaya alam, pemilihan 

umum, dan tema lainnya yang didalamnya terjadi interaksi antara manusia 

dan lingkungan dalam kehidupan politik (Hayati dan Yani, 2007). Peneliti 

memberikan analisis terhadap fenomena sosial yang terjadi, seperti halnya 

dalam Pemilu Kabupaten Sukoharjo. Geostrategi dapat mempengaruhi 

perolehan suara pada partai politik. Pendekatan secara elektoral geografi 

akan menghasilkan representasi politik formal pada ranah jabatan eksekutif 

di pemerintahan dan legislatif parlemen. Proses non elektoral representasi 

politik hadir dalam bentuk gerakan politik oleh kelompok, serikat, 

komunitas, atau organisasi masyarakat sipil. 

Hubungan antara geografi dan politik dapat dilihat dari pengertian 

geografi politik yang dikemukakan oleh Sumaatmadja. (dalam Alfandi, 

2002) Geografi politik adalah cabang dari geografi manusia yang objek 

studinya merupakan aspek keruangan, pemerintahan atau kenegaraan, yang 

meliputi hubungan regional dan internasional, pemerintah atau kenegaraan. 

1.2 Geografi Elektoral 

Geografi electoral atau geografi pemilu merupakan suatu analisis 

metode, perilaku dan hasil dari suatu hajat demokrasi  berupa pemilihan 

umum yang ditinjau dalam konteks keruangan geografis dengan 
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menggunakan teknik analisa geografis. Secara khusus, metode ini 

menggunakan pengaruh karakteristik geografis suatu wilayah yang 

mempengaruhi hasil keputusan politik dan struktur geografi pada sistem 

pemilihan umum. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi, 

memahami faktor faktor pendorong dan karakteristik pemilih yang 

berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. (J.R.V Prescott, 1950).  

  Studi mengenai geografi pemilu sudah banyak dikaji  dinegara 

dengan indeks demokrasi tertinggi dunia seperti Inggris Kanda dan Amerika 

Serikat, (The economist intelligence unit, 2019). Namun studi ini juga 

menjadi bahasan yang menarik dinegara dengan tingkat multikuluralisme 

yang cukup tinggi  seperti Russia, India dan Indonesia. Selain itu, studi ini 

juga mengkaji pola distribusi secara spasial dan variasi populasi konstituen 

(pemilih) dalam hubungan dengan karakteristik demografis suatu wilayah 

seperti pekerjaan, umur dan gender. Perkembangan ekonomi suatu wilayah 

sangat berpengaruh dalam proses politik yang terjadi. Daerah dengan indeks 

Pembangunan ekonomi yang tidak proporsional tentu akan mendapatkan 

tekanan dari konstituen dan mampu dijadikan isu yang menarik bagi para 

kandidat yang akan bersaing. Secara teori didalam suatu wilayah dengan 

kultur masyarakat rasional cenderung menggunakan parameter ekonomi 

dalam menentukan suatu pilihan (Poltracking Indonesia. 2019).   

  Selain faktor sosial, didalam kajian geografi pemilu juga 

mempertimbangkan factor fisik atau karakteristik fisik suatu wilayah. Faktor 

tersebut secara langsung dapat mempengaruhi jumlah populasi dan hasil 

keputusan dalam proses pemilu. Karakteristik fisik dalam hal ini seperti 

bentuk topografi, geomorfologi serta bentuk lahan suatu wilayah. 

Karakteristik pada masyarakat didaerah urban yang dekat dengan kawasan 

kota akan berbeda pula pilihannya dengan karakteristik masyarakat yang 

berada dikawasan hinterland. (Lutfi Mutu ali,2014)    

  Studi tentang geografi pemilih (electoral geography) tidak hanya 

memetakan hasil distribusi suara, tetapi juga mempunyai peran penting 

dalam proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah terkait. Aspek 

pengambilan keputusan tentunya harus melalui berbagi pertimbangan politik 

agar proses pembangunan disuatu daerah dapat berjala baik. Dalam electoral 

geography, hasil suatu pemungutan suara dapat dipetakan berdasarkan desa-

desa. Salah satu aspek dalam electoral study yaitu terdapatnya variasi 
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perilaku pemilih dalam suatu wilayah pemilihan. Beberapa wilayah 

pemilihan konsisten memilih salah satu partai politik tanpa memperhatikan 

isu-isu atau kandidat  yang berkaitan dengan partai yang dipilihnya. Analisis 

pemungutan suara dapat dilakukan dalam skala wilayah tertentu baik tingkat 

desa, kecamatan hingga kabupaten atau kota dengan menggunakan teknik 

mapping analysis. Selanjutnya dalam  electoral geography juga ada 

sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan suara, yaitu kondisi 

sosial, ekonomi, jenis kelamin, kepercayaan dan ras (Sri Hayati & Ahmad 

Yani, 2007). 

1.3 Pemilihan Umum 

Pemilihan umum merupakan arena pertarungan untuk mengisis 

jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara 

pemilihanyang dilakukan oleh warga negara besyarat. Secara umum Pemilu 

merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin 

atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dilakukan sebagai hak 

masyarakat sebagai warga negata untuk memilih wakilnya di pemerintahan. 

Pemilu juga di artikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum). 

Ilmu politik memaparkan tentang teori terbentuknya partai politik, 

yang dibagi menjadi 3 yaitu teori Kelembagaan yaitu partai politik dibentuk 

oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk mengadakan komunikasi politik 

dengan masyarakat,   Teori Situasi Historik yaitu kemunculan partai politik 

sebagai upaya upaya sistim politik menghadapi krisis perubahan secara luas 

di masyarakat dan teori pembangunan yaitug menghubungkan kelahiran 

partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Bisa disimpulkan 

bahwa partai politik ialah sekumpulan masyarakat yang memiliki suatu 

ideologi, cita-cita yang sama untuk memujudkan tujuannya melalui jalur 

legal pemerintahan yaitu pemilu (Surbakti, 1992 ; Herfan, Fajar, 2010). 
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1.4 Partai Politik 

Partai politik sendiri mempunyai posisi (status) dan peranan (role) 

yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan 

peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan 

dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai 

politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh 

Schattscheider (1942), “Political Parties Created Democracy” (Partisipasi 

Politik Penentu Demokrasi). Partai merupakan pilar penting yang perlu 

diperkuat derajat pelembagaannya dalam setiap sistem politik yang 

demokratis. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk 

mencapai suatu keputusan politik dimana individu-individu memperoleh 

kekuasaan untuk menentukan dan memutuskan dengan cara perjuangan 

kompetitif atas suara rakyat ( Sufiangga & Musiyam, 2017 ). 

Partai politik membentuk landasan masyarakat demokratis. Mereka 

mengumpulkan kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam bentuk 

pilihan kebijakan dan memberikan struktur untuk berpartisipasi dalam 

politik. Selain itu, mereka melatih para pemimpin politik dan melakukan 

pemilihan umum untuk mencari ukuran kontrol atas lembaga pemerintah. 

Ketika menjadi mayoritas, partai memberikan basis organisasi untuk 

membentuk pemerintah, dan ketika menjadi minoritas, partai menjadi 

oposisi, atau alternatif terhadap pemerintah. Ketika terpilih, kandidat 

berusaha untuk memajukan kepentingan partai mereka di badan legislatif, 

mewakili agenda kebijakan tertentu yang memiliki legitimasi dari mandat 

pemilihan yang populer (Kelly & Ashiagbor, 2011). 

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara 

stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap 

pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, 

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta 

materiil. (a political party is a group of human beings, stably organized with 

the objective of securing or maintaining for its leader the control of a 

govemment, with the further objective of giving to member of the party, 

through such control ideal and material benefits and advantages) 

Budiardjo, 2008:404). 

Partai partai politik merupakan perantara tunggal terpenting untuk 

politik, daya saing, tawar menawar, dan negosiasi. Partai memungkinkan 
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para politisi tetap dekat dengan publik disitu pihak dan menjadi sesuatu 

yang berlainan bagi sejumah besar orang. Sebaliknya, ketika memperoleh 

jabatan, para politisi diharapkan mampu berdiri diatas pelbagai kepentingan 

publik yang lebih umum. Jelaslah bahwa sebagian politisi bertindak seperti 

itu dan sebagian yang lain tidak, tetapi semua itu merupakan bagian 

permainan partai (Apter dalam Rohaniah, 2015). 

1.5 Teori Kelas Masyarakat Jawa Geertz 

Penelitian Clifford Geertz tentang masyaraat jawa sangat menarik 

sebab penelitiaannya mencakup berbagai dimensi, seperti antropologi, 

sosiologi dan politik, semakin menarik lagi sebab menggambarkan 

hubungan antara agama, kehidupan sosial dan perilaku politik masyarakat 

jawa pada waktu itu dan masih relevan hingga saat ini walaupan pasti semua 

akan berubah sebab pada dasarnya kebudayaan bersifat sangat dinamis. 

Geertz membagi masyarakat jawa dalam 3 golongan (trikotomi) yaitu : 

abangan, santri dan priyayi. Kelompok masyarakat abangan ialah kelompok 

masyarakat dengan jenis keagamaan yang menitik beratkan aspek animisme 

dan sinkretisme jawa sebagai indikasi keagaamannya dan selalu berkaitan 

dengan mereka yang tinggal di desa dan memiliki pekerjaan sebagai petani. 

Kelompok abangan juga acuh terhadap doktrin doktrin agama (islam) dan 

memberi perhatian lebih pada ritual tradisi. Salah satu tradisi ritual yang 

dekat dengan masyarakat abangan ialah “slametan”, slametan kurang lebih 

satu kepercayaan yang luas dan rumit tentang roh-roh, dan seperangakt teori 

dan praktek penyembuhan, ilmu tenung, ilmu mistik yag diasosiasika 

dengan cara yang luas dan umum oleh masyarakat abangan (Geertz, 2014).  

Kelompok masyarakat abangan ini juga ada yang muslim (beragama 

islam) namun tidak merasa ada keterikatan dengan ritus-ritus formal seperti 

: sholat 5 waktu, puasa bulan ramadhan, sholat jumat, dan zakat fitrah. 

Masyarakat abangan dalam menentukan sikap politik sangat gampang 

terpengaruhi lingkungan masyarakat setempat, kelompok abangan 

berafiliasi dengan partai politik yang selalu memberi perhatian lebih sampai 

tingkatan akar rumput yang tentu saja kebanyakan ialah petani, buruh dan 

pekerja kasar lainnya. Maka dari itu masyarakat abangan berafiliasi dengan 

partai politik seperti, PKI (Sebelum tahun 1965) dan PDI (setelah 1965). 

Kelompok masyarakat santri didominasi oleh para pemeluk agama (islam) 

yang sangat taat dalam menjalankan syariat, seperti : sholat 5 waktu, 
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berpuasa di bulan ramadhan, sholat jumat di masjid, zakat fitrah dan bahkan 

menunaikan ibadah haji ke mekkah. Jika masyarakat abangan sangat erat 

kaitannya dengan desa, maka kelompok santri sangat erat kaitanya dengan 

pasar, sebab banyak kelompok santri di perkotaan banyak yang bermata 

pencaharian sebagai pedagang, tukang dan penjahit. Sedangkan di desa, 

santri berprofesi sebagai petani yang juga taat akan agama. Dalam pilihan 

politik tentu saja kelompok santri selalu memilih pada partai-partai yang 

berideologikan agama misal : Partai NU, Masyumi, PKB, PPP, PKS. 

Kelompok terakhir dari trikotomi Geertz ialah kelompok priyayi, 

Geertz berasumsi bahwa kaum priyayi adalah kaum yang menekankan 

aspek-aspek Hindu dan diasosiasikan dengan unsur birokrasi. Golongan 

Priyayi adalah kaum elite yang sah, memanifestasikan satu tradisi agama 

yang khas yang disebut sebagai varian agama priyayi dari sistem keagamaan 

pada umumnya di Jawa. Dalam kaitannya dengan kedudukan kaum priyayi 

dalam struktur sosial di Mojokuto, Geertz melukiskan mereka sebagai satu 

golongan pegawai birokrasi yang menurut tempat tinggal mereka 

merupakan penduduk kota. Di masa lampau, mereka dianggap merupakan 

bagian dari aristokrasi keraton. Istilah priyayi mengacu kepada orang-orang 

dari kelas sosial tertentu, yang menurut hukum merupakan kaum elite 

tradisional. Ia mengacu kepada orang-orang yang menurut hukum dianggap 

berbeda dari rakyat biasa. Sebagai elite dalam masyarakat Jawa, kaum 

priyayi mempunyai lebih banyak kesempatan untuk memperoleh 

pengetahuan, tradisional atau modern, dibandingkan rakyat biasa. Orang-

orang priyayi dididik untuk mengetahui tata krama dalam perilaku mereka, 

pola-pola tingkah laku yang diasosiasikan dengan priyayi.Dewasa ini bisa 

diartikan juga bahwa kelompok priyayi ialah kelompok masyarakat kelas 

menengah ke atas, atau bisa juga masyarakat yang bekerja pada birokrasi 

pemerintahan. Kelompok priyayi berafiliasi pada partai politik seperti : PNI, 

Golkar ( Yulianto & Saputra, 2023). 

1.6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  

PDIP merupakan keberlanjutan atau transformasi dari PDI di era 

Orde Baru. PDI sendiri adalah partai yang lahir dari fusi yang dipaksakan 

oleh negara pada tahun 1973. Terdapat 5 (lima) partai sebagai pembentuk 

PDI, yakni PNI, Murba, PKI, Parkindo, dan Partai Katolik. Tiga partai yang 

disebutkan pertama adalah partai dengan kecenderungan nasionalis-sekuler-
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progresif populis, sementara itu dua partai terakhir adalah partai dengan 

orientasi keagamaan atau spiritual, yaitu Kristen dan katolik. Kelima partai 

tersebut sering disebut sebagai kelompok material spiritual, yaitu partai-

partai politik dengan orientasi pembangunan materiil tanpa mengabaikan 

aspek spiritual. Pada tanggal 14 Februari 1999, Megawati mendeklarasikan 

perubahan nama PDI menjadi PDI Perjuangan. PDIP merepresentasikan 

ideologi politik nasionalis-kerakyatan. Pada masa Orde Baru, PDIP bersama 

dengan PPP sekedar menjadi partai pelengkap penguasa, yaitu Golkar. 

Perolehan suara PDIP senantiasa dibawah 15 Persen. 

Pada 1999, pemilu pertama pasca otoritarisme Orde Baru, PDIP 

menjadi pemenang pemilu (34%). Pada pemilu 2004 perolehan suara PDIP 

18%, dan turun lagi dalam pemilu 2009 menjadi 14 persen. Rrentang waktu 

dua periode pemerintahan, yaitu hasil pemilu 2004 dan 2009, PDIP 

mendeklarasikan diri menjadi partai oposisi dengan mengambil sikap 

oposisional terhadap pemerintah, sedangkan pada masa pasca pemilu 2009 

PDIP dan Hanura menjadi partai oposisi, Perubahan politik terjadi pada 

pemilu 2014, mengusung mantan walikota Surakarta Joko Widodo sebagi 

Presiden membuat PDIP keluar sebagi pemenang dan pada pemilu 2019 

PDIP kembali mengusung petahana dan keluar menjadi pemenang pemilu. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan tidak lepas dari adanya penelitian 

sebelumnya yang digunakan sebagai bahan referensi. Penelitian sebelumnya 

dapat menginspirasi sekaligus sebagai perbandingan antara penelitian 

sebelumnya denga penelitian yang akan dilakukan. Penelitian  sebelumnya 

yang didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, prosiding 

seminar nasional, tugas akhir, skripsi, dan laporan penelitian lainnya. Dalam 

kesempatan ini, terdapat 5 penelitian tentang kajian geografi politik 

terhadap perubahan perolehan suara partai politik yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

Danang Maulana Arif Saputra (2020) dalam penelitianya yang 

berjudul “Kajian Electoal Geography Terhadap Perubahan Perolehan Suara 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Tahun 2014 dan 2019 

di Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian tersebut memiliki beberapa  persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, terletak pada kajian geografi 

terhadap perubahan perolehan suara PDIP pada pemilu tahun 2014 dan 

2019, metode yang digunakan metode kualitatif dengan didukung data 

kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan diteliti terletak pada lokasi penelitian. 

Alfi Dwi Yulianto (2023) dalam penelitianya yang berjudul 

“Analisis Perubahan Perolehan Suara dan Basis Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) pada Pemilu 2014 dan 2019 di Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian 

tersebut memiliki beberapa  persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

diteliti yaitu, terletak pada perubahan perolehan suara partai politik pemilu 

tahun 2014 dan 2019, metode deskriptif dengan pendekataan kualitatif yang 

didukung dengan data kuantitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada lokasi penelitian. 
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Yedi Mulya Permana (2014) dalam penelitianya yang berjudul 

“Analisis Sebaran Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Leigislatif 

2009 dan 2014 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah”. Penelitian tersebut 

memiliki beberapa  persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti 

yaitu, terletak pada sebaran perolehan suara partai politik pada pemilu tahun 

2014 dan 2019, metode deskriptif kualitatif yang didukung dengan data 

kauntitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

diteliti terletak pada lokasi penelitian. 

Afief Bagus Wicaksono (2013) dalam penelitianya yang berjudul 

“Analisis Keruangan Basis Pemilih Partai Politik Pada pemilihan Umum 

Tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Magelang”. Penelitian tersebut 

memiliki beberapa  persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti 

yaitu, terletak pada partai politik pada pemilu tahun 2014 dan 2019, 

Metode kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif.  Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada 

lokasi penelitian. 

Dwi Heryanto (2019) dalam penelitianya yang berjudul “Kajian 

Geografi Politik Pada Wilayah Terdampak Pembangunan Jalan Tol Trans-

Jawa di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian tersebut memiliki beberapa  

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, terletk 

pada kajian geografi politik perolehan suara pemilu 2014 dan 2019, 

metode analisis deskriptif dengan data primer dan sekunder. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada 

lokasi penelitian. 

. 
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Tabel 1.8 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Danang Maulana Arif Saputra 

(2020)  

Kajian Electoral 

Geography Terhadap 

Perubahan Perolehan 

Suara Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan 

Pada Pemilu Tahun 2014 

dan 2019 di Kabupaten 

Sukoharjo 

1. Mengetahui Perubahan 

basis suara PDIP pada 

pemilu tahun 2014 dan 

2019 di Kabupaten 

Sukoahrjo 

2. Menganalisis Secara 

electoral geografi terhadap 

perubahan perolehan suara 

PDIP pada pemilu tahun 

2014 dan 2019 di 

Kabupaten Sukoharjo 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

yang di dukung 

dengan data 

kuantitatif dan 

kulaitatif 

1. Perubahan kantong 

basis suara PDIP 

pemilu 2014 dan 2019 

Kabupaten Sukharjo 

2. Analisis electoral 

geography terhadap 

perubahan perolehan 

suara PDIP pemilu 

2014 dan 2019 

Kabupaten Sukoharjo 

Alfi Dwi Yulianto (2023)  Analisis Perubahan 

Perolehan Suara dan 

Basis Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) pada 

Pemilu 2014 dan 2019 di 

Kabupaten Sukoharjo 

1. Menganalisis perubahan 

perolehan suara dan basis 

PKS pada pemilu legislatif 

DPRD Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2014 dan 

2019 

2. Menganalisis pengaruh 

geografi (fisik/sosial) 

terhadap perolehan suara 

Metode deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif yang 

didukung dengan 

data kauntitatif 

1. Perubahan suara serta 

basis PKS 

2. Pola pesebaran PKS 

dengan menggunakan 

analisis KAG pada 

pemilu DPRD di 

Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2014 dan 2019 
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PKS pada pemilunDPRD 

Tahun 2014 dan 2019 

Yedi Mulya Permana, (2014) Analisis Sebaran 

Perolehan Suara Partai 

Politik Pada Pemilu 

Legislatif 2009 dan 2019 

Kabupten Grobogan Jawa 

Tengah 

(Korelasi Teori Clifford 

Geertz 

1. Menganalisis korelasi 

Teori Clifford Geertz 

terhadap sebaran perolehan 

suara Partai Politik Islam, 

basis massa Islam maupun 

partai Politik Nasionalis 

pada pemilu legislative 

2009 dan 2014 di 

Kabupaten Grobogan Jawa 

Tengah 

Metode deskriptif 

kualitatif yang 

didukung dengan 

data kauntitatif  

1. Sebaran dan 

perubahan perolehan 

suara partai politik 

islam (PPP) 

Kabupaten Grobogan 

pada pemilu legislative 

2009 dan 2014 

2. Perolehan suara  partai 

basis masa islam  

Afief Bagus Wicaksono, (2013) Analisis Keruangan Basis 

Pemilih Partai Politik 

Pada pemilihan Umum 

Tahun 2004 dan 2009 di 

Kabupaten Magelang 

 

1. . Mengetahui distribusi 

keruangan perolehan suara 

partai politik basis massa 

Islam dan basis massa 

nasionalis pada pemilihan 

umum tahun 2004 dan 

2009 di Kabupaten 

Magelang. 

2. Mengetahui keterkaitan 

Metode kualitatif 

dan didukung 

dengan data 

kauantitatif 

1. Perolehan suara basis 

massa islam 

Tradisional Pemiu 

2004 dan 2009 di 

Kabupaten Magelang 

2. Perolehan Suara 

politik basis massa 

Nasionalis Pemilu 

2004 dan 2009 di 
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atau pengaruh antara faktor 

sosiologis masyarakat 

dengan perolehan suara 

partai politik basis massa 

Islam dan basis massa 

nasionalis pada pemilihan 

umum tahun 2004 dan 

2009 di Kabupaten 

Magelang. 

Kabupaten Magelang  

3. Peta hasil pemilu 2004 

di Kabupaten 

Magelang 

4. Peta hasil pemilu 2009 

di Kabupaten 

Magelang 

Dwi Heryanto (2019) Kajian Geografi Politik 

Pada Wilayah Terdampak 

Pembangunan Jalan Tol 

Trans-Jawa di Provinsi 

Jawa Tengah 

 

1.  Mengetahui distribusi 

perolehan suara pilpres 

2014 dan 2019 pada 

wilayah terdampak 

pembangunan Tol Trans 

Jawa di Jawa Tengah. 

2. Mengetahui perubahan 

kantong basis suara pilpres 

2014 dan 2019 pada 

wilayah terdampak 

pembangunan Tol Trans 

Jawa di Jawa Tengah. 

Analisis deskriptif-

komparatif dan data 

yang digunakan 

primer dan 

sekunder 

1. Distibusi dan 

perolehan suara 

Pemilihan Presiden 

2. Peta perolehan suara 

Pilpres tahun 2014 

pada wilayah 

terdampak 

pembangunan jalan tol 

Trans-Jawa di Provinsi 

Jawa Tengah 

3. Peta perolehan suara 

Pilpres tahun 2019 
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3. Mengetahui hubungan 

antara pembangunan jalan 

tol dengan kondisi sosial 

dan perekonomian 

masyarakat pada wilayah 

terdampak pembangunan 

Tol Trans Jawa di Jawa 

Tengah. 

pada wilayah 

terdampak 

pembangunan jalan tol 

Trans-Jawa di Provinsi 

Jawa Tengah 

4. Peta perubahan suara 

Pilpres tahun 2014 dan 

2019 pada wilayah 

terdampak 

pembangunan jalan tol 

Trans-Jawa di Provinsi 

Jawa Tengah 

5. Peta basis perolehan 

suara pilpres tahun 

2014 dan 2019 pada 

wilayah pembangunan 

jalan tol Trans-Jawa di 

Provinsi Jawa Tengah 

6. Peta perubahan basis 

dan nonbasis 

perolehan suara 
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Pilpres tahun 2014 dan 

2019 pada wilayah 

terdampak 

pembangunan jalan tol 

Trans-Jawa di Provinsi 

Jawa Tengah 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana bagi masyarakat untuk 

memilih para tokoh yang akan menjadi wakilnya dan sekaligus menjalakan roda 

pemerintahan. Setiap diselanggarakannya pemilu selalu berjalan dengan sangat 

dinamis dimana perubahan perolehan suara partai merupakan hal yang menarik 

untuk dikaji. Perubahan perolehan jumlah suara partai merupakan hal yang sangat 

wajar dalam setiap diadakannya pemilu sebab banyak faktor yang mempengaruhi 

baik faktor fisik (kondisi alam sekitar) maupun faktor sosial masyarakat (adat 

istiadat, budaya, agama, kelas masyarakat dsb). Penelitian ini akan menganalisa 

perubahan perolehan suara PDIP pada pemilu legislatif Kabupaten Klaten tahun 

2014 & 2019 secara spasial geografis, Hasil perolehan suara PDIP tahun 2014 

akan dibandingkan dengan tahun 2019 untuk mengetahui perubahan basis suara 

dan persebarannya.  
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Gambar 1.2 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Geografi Elektoral 

terhadap hasil pemilihan 

legislatif tahun 2014 dan 

2019  

Faktor Non Fisik yang 

berpengaruh terhadap 

perubahan suara PDI P 

Peta hasil sebaran 

perubahan perolehan suara 

PDI P di Kabupaten Klaten Analisis Geografi pemilu terhadap 

perubahan perolehan suara PDIP 

Hasil perolehan suara PDI P pada  pemilu 2014 & 2019 

Kajian Grografi Elektoral Perubahan 

Perolehan Suara Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan 

Faktor Fisik wilayah yang 

mempengaruhi perubahan 

Perolehan suara PDI P 
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1.7  Batasan Operasional 

1. Pemilihan Umum 

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan 

kedaulatan rakyat yang diselengarakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 (BAB I Kententuan Umum Pasal I ayat 1 RUU 

Penyelengaraan Pemilu). 

2. Geografi Elektoral 

Geografi electoral atau geografi pemilu merupakan suatu  analisis metode, 

perilaku dan hasil dari suatu hajat demokrasi berupa pemilihan umum yang 

ditinjau dalam konteks keruangan geografis dengan menggunakan teknik 

analisa geografis. Secara khusus, metode ini menggunakan pengaruh 

karakteristik  geografis suatu wilayah yang mempengaruhi hasil keputusan 

politik dan struktur geografi pada sistem pemilihan umum.  Tujuan dari 

analisis ini adalah untuk mengidentifikasi,  memahami faktor faktor 

pendorong dan karakteristik pemilih yang berpengaruh terhadap hasil 

perolehan suara. (J.R.V Prescott, 1950). 

3. Geografi Politik 

Geografi politik mengusung tiga hal utama, yakni kekuasaan, politik, dan 

kebijakan. Rangkaian ini merupakan hubungan antara faktor geografis dan 

kelompok-kelompok manusia yang memiliki aturan tersendiri dalam 

penguasaan serta pengelolaan sumberdaya (Agnew, dkk, 2003 dalam 

Priyono dan Yusgiantoro, 2016) 

4. Partai Politik  

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 

politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (BAB I Ketentuan Umum Pasal I ayat 1 UU No 2 Tahun 2008 

Mengenahi Partai Politik). 

5. KPU (Komisi Pemilihan Umum) 
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. 

Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

PDIP merupakan keberlanjutan atau transformasi dari PDI di era Orde 

Baru. PDI sendiri adalah partai yang lahir dari fusi yang dipaksakan oleh 

negara pada tahun 1973. Terdapat 5 (lima) partai sebagai pembentuk PDI, 

yakni PNI, Murba, PKI, Parkindo, dan Partai Katolik. Tiga partai yang 

disebutkan pertama adalah partai dengan kecenderungan nasionalis-

sekuler-progresif populis, sementara itu dua partai terakhir adalah partai 

dengan orientasi keagamaan atau spiritual, yaitu Kristen dan katolik. 

Kelima partai tersebut sering disebut sebagai kelompok material spiritual, 

yaitu partai-partai politik dengan orientasi pembangunan materiil tanpa 

mengabaikan aspek spiritual. Pada tanggal 14 Februari 1999, Megawati 

mendeklarasikan perubahan nama PDI menjadi PDI Perjuangan. PDIP 

merepresentasikan ideologi politik nasionalis-kerakyatan 

 


